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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang

berkaitan erat dengan efek kesehatan, kondisi keamanan, moral,
sikap mental dan kondisi sosial masyarakat, yang dewasa ini
peredarannya semakin meningkat meluas bahkan sampai

merambah kepada masyarakat di pedesaan;

bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat
mengkonsumsi minuman beralkohol dimaksud perlu diadakan
pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran minuman

beralkohol;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13
Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran
Minuman Beralkohol, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan
semangat otonomi daerah saat ini, sehingga perlu untuk

disesuaikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran

Minuman Beralkohol.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3269);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Rl Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4402);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4737);

Keputusan Presiden Rl Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
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Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43/M-DAG/PER/9/
2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri
D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENERTIBAN
DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi adalah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat
BPPOM adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
Palembang.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan
cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah
bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur
konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.
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Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP
adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan.

Surat lIzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang
selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman
beralkohol golongan B dan atau golongan C.

Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah maksimal minuman
beralkohol yang diperbolehkan dipasok atau diedarkan di Provinsi
Sumatera Selatan.

Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh
produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB (Importir Terdaftar-
Minuman Beralkohol) untuk mengedarkan minuman beralkohol
produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di
wilayah pemasaran tertentu.

Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh
produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau distributor untuk
mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau
produk impor dalam partai besar di Provinsi Sumatera Selatan.
Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut
Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan
minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum
langsung di tempat yang telah ditentukan.

Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer
adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman
beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di
tempat yang telah ditentukan.

Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat
penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau
barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB
adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor
dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di
TBB.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen

yang di dalamnya berlaku Undang-undang tentang Kepabeanan.
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19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan
untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

20. Label Edar adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang
ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang
akan dijual kepada konsumen.

21 Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka adalah golongan
kelas restoran yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok
garpu warna emas.

22 Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang perdagangan.

BAB Il
PENGGOLONGAN DAN
JENIS MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang
mengandung kadar ethanol (C2H50H) di atas 0% (nol perseratus)
sampai dengan 5% (lima perseratus);

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang
mengandung kadar ethanol (C2H50H) lebih dari dari 5% (lima
perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang
mengandung kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh

perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus.

Pasal 3

Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan
golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat diimpor
dan dijual dalam Provinsi adalah jenis atau produk minuman beralkohol

yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari produksi dalam negeri dan
impor, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam

pengawasan.



